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GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 1

TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu
meninjau kembali, Peraturan Gubernur Papua Nomor 1

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023;

b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap capaian
kinerj a dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan
II, perlu melakukan Penyesuaian dan Penataan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 7969 tentang
Pembentukan Provinsi otonom Irian barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2970);

SALINAN
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2. Undang-Undarg Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2l tentartg Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 202i Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembanguan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 6A, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6B01);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentar.g Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O8 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 20OB Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 18 tentang
Standar Peiayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta.hun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang
, Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 I Tahun 2O2 1 tentang
Penyelenggaraan Penataal Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

1 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tenlang
Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 I Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 202 1 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan da-lam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Nasional Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang
,' Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun

2O22-2O4I (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nomor 53);

2b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 20 15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 2036),
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun
201 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
evaiuasi Pembalgunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panj alg Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka.
Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor
r3r2l;

22. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 7O Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahrur. 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahtun 2022
tentang Pedoman Peny.usunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

27. Peratr:ran Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tainun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2022 Nomor 1) ;

28. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua
Tengah Tairun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua

, Tengah Tahun 2023 Nomor 26);
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29. Keputusal Menteri Dalam Negeri Nomor 900. i.15.5- 1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifrkasi, Kodefikasi Dal Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dal Keuangan Daerah;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

Pasal i

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 1) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

(1) Isi dan Uraian Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I PYendahuluan
b. BAB II Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenan;
c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Provinsi
d. BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Tahun

2024;
e. BAB V Rencala Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi Talnur. 2024;
f. BAB VI Penutup

(2) Isi dan Uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan..... . / 6
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Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli2023

q.. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
Pada tanggal 26 Juli2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 32

sesu dengan aslinya
BIR HUKUM,

YOTENI, SH, M.Si
50902 t996t0 1 001

Alt


